: dan _/%cybcziuban seluruh j Jajaran perwzm dan staf. kepolisian pada standar—sz‘andar tersebut. jzéa hirarki dan
substansi pendzdz/%mz dz !zng/eungan kepolzsmn dapaf dz&enafaz dzm dzper/zuaz‘ maka persoalan perwujudan'_':
:'Lepolzszan yang pr cﬁszonal a’an ,%emudmn dapaz‘ melang&aﬁ menjadz kepolisian yang bevbasis komzmztm'i_
: /l'?cmycz soal waéz’"u :

p_f“_wb_ahaﬂ =:dan..pengembangan- Institusi--

deﬁgan : 551311 need_ ancz!yszs 'a’z' mz‘erﬁal Pa!rz, oleb l:czrenanya, éurzéuizzm'__'_

pendzdzéan palzsz Je&zb 5anyzzé mengem&ang/mn agpeé tuntutan _z‘u:as"
' epo!zszan yang bersy@zz‘ sgpzl dalam bal i mengayamz, me[znduﬁgz, daﬁ melczy
'masyarakaz‘ Pendzdzf%an dz Ze‘vel calorz pzmpznan éepolzszmz Z;.czms feiq
::mene/mnkan éemampuan mer;mbamz peléagaz instrumen HAM dan m‘amn

az‘umn yczng me!zngfeupz feeif]cz—kerrya éepolzszaﬂ, agar di kemudian barz lez‘z&a;_ :
ycmg ZJersangf’aymn memzmpzﬂ argamsasz Polri dapczt memzm‘zfean /aez‘u;chzaﬁ

' jKa‘ta Kuncx Kurzéulum, Analzsa Keéumban, C.:zlon szpman Polrz, Dmamzka Masyam&zzz‘

i Unﬁn‘umz‘ely even z‘bougb human rights are protected éy Za'w, and any limitation which can be placea’ on

?ngz‘s and freedoms are set in law, police official, who are described as law enforcement officials, break 1‘}.16._:'.
Za'w dﬁszgned to praz‘ect when enﬁmng m‘ber law. This sametbmg af a parados, because when they act in :
' . this way polzce are 701 reduczng criminality and disorder, z‘bey are adding fo it. _' :

Ralph Crawshaw (et.al), Human Rights and Policz'n g

?engantar ' o o b.ernegara dan persepsi negara atas peran, fuggé_i_ _
' dan tugas pokok kepolisian. Dalam kebanyakan

Seba aimana sektor keamanan lainnva :
5 ainnys, negara . demokratis, tidak  dimungkinkan .

adanyanya satu kewenangan politik kepolisian

untuk menjawab pertanyaan mendasar yang

bersifat politis atas apa, mengapa, dan bagaimana -

*Talisan ini permah disampaikan datam Focus Group Discussion (FGD),  kepolisian  kita. Keputusan politik-lah yang
-, Penataen Kurikulum Pada Sespim Polri Untuk Dapat Menghasilkan

- ‘Manager Polri yang Profesional, yang Mampu Melaksanskan Tugas dan meﬂj awab Pert&nyaanwpertanyaan tersebu_t,

- Tanggung Jawa Sesuai dengan Tuntutan dan Harapan Masyarakat”, Sespim 5 . P .
Polri, Bandung, 22 April 2609, Beberapa bagian akhir dari makalah ini deﬂgan tEtap mempefhﬁtlkaﬂ 'IHPU-t EHSIHH}SJ

merupakan kontribusi dari Analis den Dratabase IDSPS, Dimas P Yudha. .. ' H
Direktur Eksckuiif Institute for Pefense, Security and Peace Studies keP olisian dan masyarakat ULLELE terka;.t
dengan kapasitas dan kapabilitas internal serta

(IDSPS}, Jakarta.
Ralph Crawshaw (er.al), Humasn Rights and Policing: Standards for
Good Behaviour and a Strasgey for Change (The Hague: Kluwer Low
e P potret masyarakat kontemporer. Seian}utnya,

Kepolisian sangat dipengaruhi oleh paradigma

w
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Orienmsi dan Arah Pengembansran Kurikulnm Scspim_mPQi:i

- setiap tingkatan | institusi kepolisian menjalankan
seimuh mandat “dan kewenangan “tersebut

(baik yang dmtur ‘dalam Udang- undang atau
_ '_.._:pelclturan Iamnya), secara akuntabel, profesmnal
e dan -mehbatkan pel an serta masyarakat.

A .: ..':Namun ini. tldak berarti pemahaman akan
i konteLs dan pengetahuan konptemporer terkait
"_-pohtik ekonom1 ‘sosial, budaya, lmgkungan

T agama, dIL meiup’d{an mstrumen yang tabu

untuk chkctahm oleh. setmp ftﬂggota polisi.
‘scbalik, mengmgat
| '-_'Lerja_ Lerja Lepohsmn yang ‘secara langsung
"berse'ntuhm dengan masyarakat, elit (politik,
“ekonomi,’ agama, dll) dan problem-problem
keamanan kontemporer, maka pengetahuan

'Ejustiu 3 Cruang  lingkup

telsebut melupak‘u} kemudakan Pertanyaannya
I{emudmn, adalah apa, bagalmam, kapan, dan
c‘nmana pengetfihuan dan konteks kontemporer
térsebut  dipéroleh  atau  bagaimana  ia
dltl;ansformaéikan menjadi bagian dari agenda

penguatan polisi kita?

Tulisan singkat = ini merupakan pokok-
pokok pikiran penulis dalam rangka memberikan
kontribusi atas upaya penataan kurikulum
pendidikan di Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim)

 Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang
tengah dilakukan oleh Mabes Polri saat ini.

Beberapa
hasil refleksi dan pembacaan

substansi yang disampaikan
merupakan
terhadap dinamika, peran, tantangan, peluang
dan tuntutan terhadap Polri, merujuk pada
pengalaman penulis bergelut dalam organisasi

__masyarakat sipil dan melakukan advokasi hak-

hak sipil politik dan reformasi sektor keamanan,
serta beberapa pengetahuan yang diperoleh
melalui riset maupun pendidikan singkat di
beberapa  lembaga
rekomendasi yang disampaikan merujuk pada

internasional.  Sebagian
standar-standar internasional maupun praktek-

praktek terbaik yang berlangsung di beberapa
negara demokratis.

Jurnal Studi Kepolisian | Edisi 077 | Juni - Desember 2012

Pergeseran ?arad;gma Keamanan dan
Penguatan Peran Kepolisian

Pandangan konservatif tentang. pengertian
sektor keamanan selalu mengmdeﬂldcannya
dengan dunia militer. terlihat dalam
pendekatan realis yang berkembang bahkan

Ini

sampai dengan saat ini. Pada masa_perang ...
dingin, kecenderungan dlSkul‘SLiS keamanan -
berkembang pada strategi dan rancang bangun e

kekuatan militer antara dua blok negara adidaya,
Amerika Serikat (AS) dan Uni Sovyet, dengan
dalih kepentihgan keamanan dunia. - Dengan
berakhirnya Perang Dingin dan menguatnya
berbagai isu non-militer, p'éngertian keamanan
mengalami perubahan. Keamanan tidak lagi
identik dengan isu-isu militer namun juga isu-
isu non-militer, seperti kemiskinan, Hak Asast
Manusia (HAM), ketersediaan pangan dan lain-
lain. Setidaknya ada 5 sektor keamanan yang
saling terkait antara satu dengan lainnya dalam
diskursus kontemporer sebagaimana dinyatakan
Barry Buzan, yaitu, sektor militer (military
security), sektor politik (political security), sektor
ekonomi (economic security), sektor sosial (societal
security) dan sektor lingkungan (environmental
security).!

Ada tiga faktor yang mempengaruhi

pergeseran dan  perluasan  isu-isu  sektor

keamanan,” yaitu  Perfgma. Meningkatnya
dan bersifat
internal di sejumlah negara sebagai dampak
globalisasi

teknologi, seperti tumbuhnya kekuasaan dan

ancaman-ancaman  nir-militer

kombinasi dari dan kemajuan

‘aktor” non-nepgard T vang memiliki “kapasitas 7

bahkan

melampaui negara, kesenjangan dunia pertama

‘pengaruh  ekonomi-politik’  setara
dan ketiga yang memicu problem instabilitas
dan krisis mutidimensi di negara-negara miskin,

wabah penyakit dan gangguan alam yang bersifat

L. Bamry Buzan, People, State & Fear: dn dgenda for International Security
Studies in the Post-Cold War Fra, 2nd edition (New York: Harvester
Wheatsheaf, 1991). Hal 19-20

Nezar Patria (Ed.), Reformasi Sektor Keamanan; Panduan Untuk Jurnalis
(Jakarea: FES, IDSPS, Aff), 2008, hal. 19-22

o




: -Or1ent'151 dzm A,mh ?engembangm Kurxkulum SLsmm Poln

o '__'.-'global ketelbatasan kontrol terhadap peredamn
' '_._'_:orang, barang dan informasi ~termasuk- senjata

"""kepentmgan: ‘destrukiif,  serta

:negam

-'Pendeknya, negara tzdak laga. berh&dapan’

. tradisional perang, juga
- :ber'hadapan dengan ancaman-ancaman lain yang

sepern : ~hamun
_ --mendorong ‘munculnya perang asimetris yang
*sulit untuk diatasi dengan hanya mengandalkan
L 'kekuatan m1htcr :

Kedzza fak’mr runtuhnya blok Sovyet Rusza
dan - jaringan negara-negara komunis = serta
gelombang demokratisasi di dunia ketiga dan
'négara—nﬁgara post-komunis. - Demokratisasi
mensyaratkan perubanan main set pemenntahan
"yang sentralistik dan otoriter menjadi lebih
terbuka, adil dan menganut prinsip-prinsip
demokrasi. Salah satunya adalah efektivitas,
profesionalitas, legalitas akuntabilitas
kebijakan-kebijakan serta pendekatan

masalah-masalah di  sektor

dan

penyelesaian
keamanan.

Masalah-masalah
komunis dan otoriter adalah munculnya aktor-

dari  negara-negara
aktor keamanan konvensional (tentara, polisi
dan agen intelijen) yang diberi otoritas luas
vang memiliki kewenangan politik, melakukan
monopoli atas keputusan dan penggunaan

kekuatan foersiv mereka untuk kepentingan-

képentingan negara dan internal mereka.
Tantangan pemerintahan transisi demokrasi
bukan saja dalam hal menghilangkan dominasi
aktor-aktor keamanan konvensional di atas
dalam

di pemerintah, namun juga menghilangkan

pengambilan  keputusan-keputusan
pengaruh-pengaruh yang tidak semestinya di
dunia politik, ekonomi dan kehidupan sosial.
Karenanya disamping mendorong perubahan

'i-kax.ﬁkfeﬁ ~dan. 'éosﬁir '3-;11'.c"'t.t.:>r-
-namun juga mengatur. fung31 peran dan ; ruang
dan rehayasa teknologi—— di seluruh dunia yang'__ .- hngkup sektor: keamanan 2t
_rawan disalahgunakan ~untuk Lepentmgan—
kejahatan— :
_-__.kepentmgan—kepentmgan untuk memban
P Lejallatan }yang terorgamslr dan beropelas1 hntas_ :

' e o - aliansi-aliansi. “strategis -di tmgkat mtemasmnal _
dan regional yang . dipersatukan oieh kesamaan e
'_-persepm dan kepentmgan atas apa yang dlsebut

engan dommas1 ancaman ancaman keamanan__”;__'

aktor keaman

- Dan faktor éefzga adaiah munculny_ St

mlsalnya, mengadl isu sektor keamanan yang;f'_'_

menmgkatkan hubungan negara- negarai.
Asia Pasifik yang beraliansi ~dengan Amenka'_: .

_Senkat Mot1vas1 pemenntah di negara- negara

dernokratxs di Eropa untuk memusatkan'--_ :
perhatxan pada isu-isu demokrasi, hubungan
ekonomi dan toleransi niendorong mereka
untuk bersekutu di bawah NATO untuk
mengatasi ancaman-ancaman sektor keamanan -
seperti terorisme, senjata pemusnah massal, serta
konflik di negara-negara Balkan dan Eks-Sovyet -
dan ekses-eksesnya terhadap stabilitas politik

dan ekonomi di negara-negara anggotanya.

Dalam situasi semacam ini, kebutuhan akan
peran aktif kepolisian dan pemahaman terhadap
dinamika kontemporer menjadi kemutlakan dan
tantangan, khususnya bagi Polri yang sejak 1998
juga merupakan institusi yang didorong unfuk
melakukan perubahan/reformasi sebagaimana’
ipsititusi-institusi pemerintah lainnya.

Isu-isu Penting Terkait Penguatan
Kepolisian

Polri dimulai dengan terbitnya Ketetapan (TAP)
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia (MPR-RI) No VI/MPR/2000
Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia
(INI) dan Kepolisitn Negara Republik
Indonesia (Polri) dan TAPMPR-RI No Vil/
MPR/2000 Tentang Peran TNI dan Peran

3. Plamen Pantev {ct.al), Hubungan Sipil-Militer dan Kendali Demokrasi
Selzor Keamanan {G.S, Ravonsky Defense and Stafy College, Unired States
Institute of Peace, dan Friederich Ebert Stiftung), hal. 9
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Diienmsidan.Arah Pongermbangen Yasilalorm-$ apimePelr;

S Po 1,serta Un _aﬁg-ﬁndang No 2 Tahun 2002
- Tentang Polri. Banyak kalangan menyambut
» ._balk muncuinya se_;umlah legislasi tersebut.

Namun selqnjmnya sejumlah pandangan
krztxs runcul terkait dengan agenda reformasi
] -'i;_'Poln bermuncuian terutama-terkait dengan
__'.;:.'-_-c:1tra dan image Poln serta keberatan-keberatan
.:".;._':-.-atas beberapa kemandegan agenda reformasz,

a "terutama dalam hal

X cmandegan 1eg131a51 dan agenda politik
| .'Iyang memperkuat keberlanjutan reformasi
" Polri, t terutama untuk memutus persoalan-

_.persoalan masa lalu, seperti keterlibatan
© dalam aktivitas politik dan ekonomi serta
ékuﬂfa_bilitas hukum,

- Munculnya sejumlah kasus dan pelanggaran
- yang merupakan gap antara perubahan di
-level legislasi dengan perubahan struktural

:-dan - kultural Polri. Beberapa laporan
“ménunjukkan peningkatan kekerasan Polri
- dan praktek impunitas, yang pada dasarnya

bisa dicegah melalui pemahaman dan
implementasi legislasi dengan baik.

- - Kegagapan Polri dalam merespon dinamika

~kontemporer  dan  belum  terjadinya
transformasi skill dan pengetahuan, baik
terkait sejumlah perkembangan instrumen
yang  telah  diradifikasi

negara maupun terkait dengan “keharusan

internasional

melakukan penyesuaian dengan nilai-nilai
demokrasi” (melepas bias militerisme di masa
lalu). Masih ada pandangan bahwa reformas,
“demokratisasi dan
antitesis efektifitas penegakan hukum.

- Sentralisasi struktur Polri dan benturannya
dengan otonomi daerah. Termasuk “grey
ared” TINI-Polri di lapangan.

Kerangka Dasar Perubahan dan
Pengembangan Kurikulum Sespim

Setidaknya ada tiga tujuan prinsipiil yang
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T A

menjadi dasar pengembangan institusi Polri

kedepan,yang menurutpenulisakan berpengaruh
pada substansi pendidikan kepolisian, baik di - -
tingkat dasar, menengah atau 1anjutan Ketiga . -

tujuan tersebut adalah:

1. Peningkatan kapasitas kerja-kerja polisi

berdasarkan tuntutan konteks dan persoalan L

kontemporer, terutama pada peningkatan
kapasitas  reaksi  kepolisian
responsiveness) dan kepuasan atas pelayan

publik (customer service).

2. Bagian dari tahap-tahap modernisasi
kekuatan kepolisian (police workforce) untuk
memastikan  bahwa kebutuhan
publik dapat terlayani dengan efektif dan

seluruh

efisien, secara bertahap dari sisi pelayanan
maupun wilayah kerja.

3. Membangun hubungan antara polisi dan
publik yang dilayaninye, schingga terjadi
hubungan atau kerjasama yang berdampak
pada pelayanan,
penurunan angka kejahatan dan ancaman

peningkatan  kualitas

keamanan, serta rasa kepemilikan terhadap
institusi kepolisian.

dalam  hal
ketertiban
umum serta pelayanan masyarakat harus dapat

Fungsi-fungsi kepolisian

penegakan  hukum, penegakan
dipastikan menjamin atau memperkuat tiga
tujuan  prinsipiil di atas, bukan sebaliknya.
Paradiga-paradigma lama yang menempatkan
paradoks-paradoks

seperti  “kepentingan

men_;aiankan tugas dan janlman “kebebasan

publik”, “tugas- tugas polisionil (poficing)” dan

“hak asasi manusia”, serta “kewenangan diskresi”
dan potensi “penyaiahgunaan kewenangan”,

secara berangsur-angsur harus dihilangkan.

Satu hal yang harus menjadi pegangan

adalah  pengakuan yang berlaku  secara
internasional bahwa “Zhe norure of police” di
belahan dunia manapun adalah aparat penegak

hukum  (lew  enforcement  apparaius), aparat

(police -.:..:: |




. 'Onent'm dan Arah] entrembangan Kurlkulum Sespzm P05r1 S e e o ool §

: -'.penegak ketertlb an umurm (puizfz.c am’er appamtm).

- serta aparat pelayan pubhk (pyér!zc services qgjﬁsgr) g

::Pengakuan inidengan’ tegas menutup. segala_'

R kemungk_man, 3ust1ﬁk331, “dan - alasan- alasan
or yang membenarkan tmdakan tmdakan atau

“situasi. sebahknya, yaitu aparat yang: melanggar-:

"-hukum, menmptakan I{eresahan umum serta. -
e pohnknya Sebag;u konse}mensmya, kepolisian'

' }ﬁ-ﬁamengabalkan masyarakat Aae

;"Kunkﬁlum Sespxm

: Penyusunan kunkulum atau materi diklat
' padadasarnyal harus chsesuazkan dengan hasil zeed
analysis di internal Polrz dalam artian kurikulum
pend1d1kan harus discsuaikan dengan kebutuhan
nyata di 1apangan Oleh kaienqnya, lurikulum
pendldlkan polisi 1eb1h banyak mengembangkan
aspek - tuntutan tugas . kepolisian yang bersifat
sipil, dalam hal_ mengayomi, melindungi, dan
melayani masyarakat.’ Sementara itu telah luas
diketahui bahwa perubahan kedudukan, tugas
serta peran polisi dewasa ini diharapkan sesuai
dengan aspirasi masyarakat yang mengarah
kepada kehidupan bernegara secara demoratis,
menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak

AS&SI Manusia (HAM) K

Sec'ura teor:ttk, menurut  penulis,
kepolisian kita baru memasuki tahapan periode
pengembangan profesionalitas, setelah keluar
dari periode politik, dimana Polri dan TNI yang
tergabung dalam ABRI menjadi bagian dari “zbe
ruler” dan “the tools”, penguasa negara sekaligus

alat negara.

Kajlan terhadap lxepohsian secara umum
menyimpulkan bahwa ada tiga fase negara dan

4. Ralph Craowshaw (ee.al), op.cit, hal, 17-19

5. LM Ul Kantor Deputi SDM Kapolri & Patnership for Governance
Reform in Indoncsia, Reformasi Berhelanjutan Institusi Polisi Repubiik
Indonesia Bidang Sumber Daya Manusia, (Jakarta: LM U3, Polri, Patnership
for Governance Reform in Indonssia, dan Kedutsan Besar  Kerajuan
Denmark), h. 119-120.

6. LM UL Kastor Deputi SDM Kapelri & Panership for Governance Reform
in Indonesie, Reformasi Berkelanjutan Institusi Polisi Republik Indonesia
Bidang Sumber Daya Manusia, (Jakarea: LM UL, Polri, Parnership for
Governance Reform in Indonesia, dan Keduraan Besar Kerajaan Denmark),
I 34,

'pemermtahan yang mempeng’uuhi sistem: da_ :

: ‘bukan - saja
-da_'tam menjalankan fungs1 fung51 pohslonaljff:

'..'.".'Beberapa Gagasan Untﬁk.Perubahan P
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postur kepolisian, yaitu 1). Periode Pohtxk 2)
Penode Pao{esmnal dan 3). Iﬁrmde Komumtas

g Pada penode pohtzk dimana - polisi meﬁjadl
"baglan dan eht politik: sebagammna di negara- :
negara: otonter dan komunis, ‘maka kerja—kerja'__-.'

'.polisl sangat dlpengaruhz 'oleh watak p’ltrdn '

yang 1deal namun karena tindakan dan sﬂxapzi".
mereka . yanor sangat dipengaruhi kepentingan
dan pemimpin pohtlk, jauh dari kepentingan -

ma_sya;akat. e

Sementara padaperiode profesional, kepolisian -

muncul -sebagal antitesis dari periode politik..
Kritik yang meluas mermunculkan perubahan

pada level instrumen, struktur dan kultur,. Masa .

ini dapat terjadi dalam waktu yang sangat panjang
mengiﬁgat “bahwa kepolisiah membumhkz:;n.
dukungan’ yang komprehensif dari pelbagai
pihak terkait pemulihan citra, pengembangan
kapasitas dan adaptasi terhadap  tekonologi,
penumbuban budaya aluntabilitas —termasuk di
bidang hukum-, serta pemberian ruang partisipasi

masyakarat. Termasuk dinamika positif dari transisi .

demokrasi yang berlangsung. Fase ini dikritik
karena ketergantungan pada teknologi mutalhir
menyebabkan kepolisian menjadi “terorientasi
pada mesin” (machine oriented) ketimbang pada

masyarakat (people oriented).

Fase ketiga adalal periode komunitas,
dimana kepolisian dan masyarakat menjadi satu

~bagian “sistem “sostal” yang “tidak terpisahkan:

Baik polisi maupun mac‘,\,famkat terikat pada
kepentingan yang sama, yaitu penegakan hukum
dan ketertibanumum. Kc,ahatan danpelanggaran
berkurang bukan karena massivnya kerja-kerja
polisi atau ketakutan masyarakat terhadap
kepolisian, namun lebih pada kesepakatan dan

kesadaran bersama atas buruknya prilaku dan

1pelszdahkan karena keg'waiannya;_'__'.;




= 'dam? ak kejahatan.”"

Drienfasi,ﬂdgnﬂ;i;ﬂghﬁfgnggmﬁmngan Knrﬂcn]!_:m Se Pirr_l Polri

x (f’rcﬁfeé'ional) dan Polisi Komunitas®

...................................... D T R R L L L L T LT PP P

.___:}Tag,e_j 1 Pe.#b#ndiﬂgﬂﬂ antara Polisi “Tradisional”

Publik sendiri;

| Siapakah Polisi | Badan
Coldw? oo o | pemerintah yang polisi merupakan
T T Uhertanggungjawab ¢ mereka yang digaji
| atas penegakan dan bertugas
| ‘hukuns, keamanan memberikan
dan ketertiban | perlindungan
umum : hukum, keamanan
dan ketertiban
wnuim kepada
setiap warga negara
dimana mereka
menjadi bagian
darinya
Apa tugas Penyelesaian Pendekatan
kepolisian? kejahatan dan terhadap masatah
i pelanggaran hukum | secara luas,
termasuk melzkukan
pencegzhan berbasis
pengenalan 'Elkar
masalah
Haiapayang | Peristiwa kejahatan | Masalah~masalah
secara khwsus | dan pelanggaran yang dihadapt dan
-ditangani hukum -menjadi perhatian
kepolistan? masyarakat
Bagaimana Dapat ditangani Fungsi vital dan
pandangan sepanjang pekerjaan | pekerjaan utama
kepolisian polist tidak
terhadap terganggu
permintaan
pelayanan?
Bagaimana Merupakan tujuan | Merupakan salah
‘polisi penting dalam satu alat penegakan
memandang penegakan hukum hukum
penuntutan?
Bagaimana Sentralistil; diatur ;| Menckankan pada
hakikat per- oleh hukum, aturan | pertanggungjawa-
tanggungjawa- | lain dan perunjuk ban lokal/ setempat,
ban polisi? teknis diinternal sesual kebutuhan
kepolisian masyarakat
Apakah pro- | Reaksi aktif dan Kemampuan
fesionalisme cepat terhadap mempertahankan
e T
gangguan kearmanan | masyarakat
Dalam Periode Pengembangan
Profesionalitas dan mendorong percepatan

tumbuhnya polisi yang berbasis pada komunitas,

diperlukan

satu  model

pendidikan  yang

7. Sebagai perbandingar kajian perubahan kepolisian Amerika Serikat dalam
kerangka di atas dapat dilihat dalam Gary W. Corder & Robert Shechan,
Police Administration {Cincinnati, USA: Anderson Publishing Co.) 3999,

hal. 3-9.

8. Seri 6 Bacgrounder, Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Jakarta:
1DSPS), 2008, hal. 2

Jarnal Studi Kepolisian' | Edisi 077 | Junii - Deseribir 2012

.............................. Feeebanirretnany

menckankan  problem~based learning  exercise
(PBLE), sehingga kemungkinan gap antara
teori dan praktek dalam kerja-kerja kepolisian
dapat diminimalisir. Setidaknya ada tiga
level pendidikan yang secara umum dapat
dikembangkan dan memiliki kekhasan dari
sisi kurikulum, pendekatan, tujuan dan ouz put
yang tidak mengabaikan PBLE scbagaimana
diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Usulan Gambaran Umum Level Pendidikan

Kepolisian

rkat S
1. Keahlian Pro-

Kurikulum 1. Keahlian 1. Manajemen
Standar dan fesional dan Pengelolaan
fundamental Penjurusan Keahitan,

i penegikan

2. Pengetahuan 2. Pengerahuan hulum dan

Standar dan Kontemporer administrast

fundamental (termasuk leg-

islasi nasional 2. Riser-riset

3. Dasar-dasar dan internasional untuk me-

Priluku ‘(kode yang telih di- mahami

atik, legis- catifikasi) dan konteks

asl, peratucan- imtegrasinya aktual

peraturan dalam kerja-ketja

internal) Polisi 3. Studi-studi

3 perbandin~

4. B“%"‘f“ 08| 3. Simulssi-simu- gan institusi,

{minimal ba- lasi operasional instrumen,

hasa Inggris) dan pemecahan dinamika
A mas;}lah dcng:.m dan perubla-

(bertugzs dcr:\_].at k:fnmuv h'an ke}?ah~

Elloanre - wn tingg. sian, baik )

Sl i da 4. Manajemen ::,c:lmmzi;un

bimbingan Organisast Ke- neeTasianal

polisi seaior} polisian

4, Simulasi

- 2‘::1::.1 Ic]lzf.mnu > A:SECk-u.sEck " manajemen
humaniora pe agogl- A stategis

femperiiat orgunisasi,

kapasitas pem- ermasuk

!Jin?bing.m polisi pemshaman

Jumes aspek-aspek
strategis
daiam pem-
buatan kebi-
jakan




' Onemasz dan A:ah Pengembangan Kunkuiu.rn Sespun Poin :

...........

?undck:imﬁ' G Quka;nm, ol Interalaif g
4 o) kuliah, prakitek || Presentasi kelegial, | Presentasi
| lapangan, latihan- | waining for. " | kolegial,
5.1 latthan (prammi tnmers,tekmie. : training for
i rzpp"aa:ﬁ'), 1 pedagogtk interakif, | trainers, t{.kmk 3
% penggunaan .- ‘pekhususan audiens, | pedagogik’.
i perangkat- o 0] latihanclaghan, interalaif,
s 'perang]\at cwliuas;_ pene’embangan | pekhususan
] | kemampuan audiens,
presentasi 277 ot latihan-latihan, |-
;Lo | komprehensif - pangembangan
ok standag competeney kcm_j«x_mp_ua_n 25
. 7¢] dased, peningkatan | presentast
| kemampuan | kompreheasif -
méjaga martabat | standar, =
i dan harg;a dm {szf competenty bami :
Y - FGD, pclat:han A
kepekaan, .10
fleksibitias
dalam
rendesain
pendekatan dan
pendalaman
- . o materi
§ Tujuan - Pembentukan -0 | Pembentukan Sosok | Pembentukan
oo o] Sosok Polisi Peswira Menengah | Calon/
".| Profesional -Profcs:ona% Pimpinan Polis
L e Profesional
Output " -~ Terben- -0 | - ¢ Peningkatan - Tome
: B - tuknya " kapasitas pro- buhmya
- karakrer dan * fesionalisme kapasitas
jisea polisi polisi manajerial
profesional Peningkatan poi
Adanya kemampuan
kemampuan adaptasi - Kemam-
dasar terkait dengan puan pen-

" pelaksanazn dinamika garahan
pemn, tugas, sosial dan orientasi
dan fungsi pilihan-pilthan dan ran-

peadekatan cang

{ bangun
institusi
kegpolisian
sesuni
dengan
lardasarn
hularm
dan tunte-
tan zaman.

Penguatan Pemahaman Code of Conduct
Internasional

TZver‘g}‘bre, the reason  for governmental neglect
qf police reforms is not lack of funds but its desire to
misuse the fon‘e  for narrow partisan ends.

.:Kﬁ@é@a faﬁcang&ri- kiirzkﬁlum' 'péndidlkan
kepolisian - pada setiap level “tidak -dapat
_mengabaikan . tu_gm_i_’tan. 'un_tuk __mempclaja
~ mendalami dan' menorkap ‘pelbagai ' ‘aturan

Iggjoims:'_ e

tmovkat nasmnal maupun mtemasmnai

kepohsmn dzpasnkan harus ___tetap menekankan
'.kemampuan memahaml '.'p__eibagaa inst :
" 'HAM dan aturan-aturan yang mehngkupl kerj a

“\I R Madhava Menon, National Umversxty =

of Judicial Sciences, India®

Satu hal yang menjadi catatan bagi
kalangan pemerhati Hak Asasi Manusia adalah
kontinuitas pelanggaran-pelanggaran HAM
dan penyalahgunaan oleh aparat kepolisian.

9. N R Madhava Menon, FOCUS: POLICE IN INDI4: Police wéform: The
:mpemtwe -for efficiency in criminal fustice, http:/fwvew.article2 org/maintite.
php/0103/31/ diakscs tanggal 21 April 2009

Letentuan, kasus dan dmamlkanya balk

Pend'd'ka' di level calon pimpman

kerja kepolxsmn agar-di kemudlan hari- ketlka _
yang bersangkutan ‘memimpin organisasi Polri -
dapat memastikan ketundukan dan kepatuhan
seluruh j Jjajaran perwira dan staf kepolisian pada

standar-standar tersebut. Sekali lagi ini untuk -

memastikan tidak terjadinya satu pelanggaran =
HAM  atau - penyalahgunaan

wewenang, _
dimana alumni Sespim dapat dikenai tuntutan

pertanggung;awaban ~ komando (comma_?_zd :
responsibility) sebagaimana  diatur undang-
undang. Y

Di Indonesia regulasi mengenai HAM  _
diantaranya diatur di dalam UU No. 39 Tahun
1999 Tentang HAM, Undang-undang No 26
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan

UU No. 2 Tahun 2005 tentang Pengesahan -

International Covenant on Civil and Political
Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-
hak Sipil dan Politik). Ada banyak instrumen
internasional yang berkaitan erat dengan tugas-
tugas kepolisian, khususnya dalam perlindungan
HAM oleh polisi di seluruh dunia. Beberapa
dmntaranya adalah:

1. Code cy’ Conduct bacrl Petugas Peneorakm

Hukum (1979).

2. Peraturan-peraturan  tentang  Standar
Minimal Penanganan Para Napi (1955).

3. Konvensi Internasional Tentang

Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi
Rasial (1965).

Konvensi mengenai Penghapusan segala
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Orientasi dan Arah Pengembangan Kurikutum Sespim Polri i

entuk Diskriminasi kaum Perempuan

a;Enzayv><1981x_

Konv:_an& mengena1 Penylksaan, Perlakuan
at;__a,u' 'Huk_uman _ﬁlam yang ke_]am t1dak
Manusm\m dan Merendahkan Marta’oat

Kewenan:gan (1985 )

: Azas -aZ4s Perhnduncran semu;.i orang jfﬁng
sedang d1tahan atau d1penjara (1988)
: 8 Prmmp—prmszp ' PBB
'Penggunaan Kekerasan dan Senjata Apz
§ aoN

9 Konvensz mengena1 Hak—hak Anak (1990)

Dasar tentang

flO Deklarasu tentang Penghapusan Kekerasan
terhadap Perempuan (1993).

11_,Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan
otk

-12 'Kdnﬁensi'lnternasional Hak_whak Ekonomi,
Sosxal dan ‘Budaya !

. Ketentuan berpnlaku atau code of conduct
d1adop31 oleh Resolusi Majelis Umum PBB
34/169 tanggal 17 Desember 1979. berisi
mengenai delapan pasal yang mengaturketentuan
berprilaku bagi para petugas penegak hukum.
Dimana penegak hukum (lew enforcement
officials) itu sendiri pada Pasal 1 regulasi ini
merupakan seluruh petugas di bidang hukum,

_baik yang ditunjuk maupun yang dipilih, yang

menjalankan kewenangan kepolisian, khususnya
kewenangan untuk melakukan penangkapan
dan penahanan. Adapun kedelapan pasal pada
code of conduct tersebut adalah:

Pasal 1 % Para  penegak hukum harus  senantiasa
| ! menjalankan tugas yang dibebankan oleh hukum

{ kepada mereks, dengan melayani masyarakat
§ dan melindungi sertiap orang dari tindakan-
§ tindakan yang melenggar hukum, sesuai dengan
{ tingkar tanggung-jawab tinggi yang dituntut
§ oleh profesinya.
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Pasal2
hukum harus menghormati dan melindungi
martabat manusia dan mempertahankan serta
mﬁn_;un)ung nnggl HAM semua orang.

Pasal 3 Para " petugas hukum  boleh menggunakan
kekerasan hanya ketika benar-benar diperlulean |
dnn ‘dibutchkan dalam rangka melaksanakan |

tugas mercka,

Pasald4 Hal-hal yang bersifat rahasia yang berada
' dalam kewenangan octugas penegak hukum, |
';harus ‘tetap, dijaga kerahasizannya, kecuali |
1jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas atau
untul kepentingzn peradilan yang menentukan

sebaliknya.

" Perugas penegak hukum tidak boleh melzkukan,
menghasut  atan  mentolerir  tindakan
penyiksanan, perdakuan atan hukuman lain
yang kejam, tidak menusiawi atau merendahkan
martabat manusia; demikian pula setiap petugas
penegak hukum tidak beleh menggunakan
perintaly atasan arau keacaan luar biasa seperti
keadaan perang atau ancaman perang, ancaman
terhadap keamanan nasional, instabilitas politik
dalam negeri ataw keadaan darusat umum
lainnya sebagal alasan pembenaran {justifikasi}
untuk melakukan penyiksaan, perlakuan atau
hukurman lain yang kejars, tidak manusiaewi dan
merendahkan martabat manusia.

Pasal5

Pasal 6 Petugas penegak  hukum  harus  menjamin
perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan
orang-orang yang berada dalam tahanannya,
iebih khusus lagi, harus segera mengambil
langkab untuk memberikan pelayanan medis

bilarmana diperlulan.

Pasal 7 Para petugas penegak hukum tidak boleh
melakukan  korupsi dsfam  bentuk apapun.
Mereks juga harus dengan keras melawan dan

memberantas tindakan-tindakan seracam itu.

Pasal § Para perugas penegak hukum harus menghormati
hukum dn Kede Etik yang ada. Mereka juga
harus, mengerahkan segenap  kemampuan
mereka, mencegah dan dengan keras melawan

sertiap pelanggaran yang berkaitan dengannya,

Para petugas penegak hukum yang mempunyai
alasan untuk merasa yakin bahwa pelanggaran
terhadap Cede of Conduce telah terjadi atau
akan terjadi, harus melapor kepada atasan yang
berwenang dan, bilz mana perly, juga kepada
pihak berwenang atan badan-badan rerkait
fainnys, yang mendapat kuasa untuk meninjau
atzu melakukan tindakan-tindakan perbaikan.

regulasi

Kendati demikian, mengenai

-~ codeof - conductyang -berisi-delapan-pasal- it -

tetap membutuhkan peraturan (pendukung/
tambahan) yang secara lebih rinci mengatur
persoalan yang ada, serta membutuhkan integrasi
internal yang maksimal di lingkungan kepolisia,
antara lain melalul proses-proses pendidikan
serta penanaman iklim yang kondusif untuk
pelaksanaannya di lingkungan kepolisian oleh
para pimpinannya.

Dalam menjalankan tugasnya, petugas penegak |




nentasx d:m Amh Peagembangan Kunkulum Scspxm Polsi -

& '.'_:_:"_'Penutup daﬁKesunPulan | .

i Sebagal ke&mpulan, menumt pandanaan

. _enuhs, i o substan31 pepdidikan, BT .'.yang efekﬁf terhadap 1{11161’_}3 kepohsmn

ch hngkungan kepohslan : dapat dibenahi
"13'-15_'_'__'dan diperkuat maka persoaian perwujudan

. kepohsmn yang profesmnal dan kemudian dapat _

nitas ‘hanya " soal - wakmu. Seluruh ‘upaya

pa, tanpa chsertzu beberapa aktmtas benl{ut

i f’j‘= i-pembangunan kebgakan dan - program
i hngkungan Polri Kegzatan ini- dapat
" dilaksanakan atas kerjdsama Polri” dengan
= '-'lembaga fiegara atau institusi pemermtah
seperti DPR atau Komnas HAM, atau
- "dengan kelompok-kelompok  independen
seperti universitas, lembaga-lembaga riset,

:~dan organisasi non-pemerintah, baik di
~ tingkat lokal, nasional dan internasional.

2. Reformasi institusi yang efektif. Dalam
hal ini peran DPR dan Pemerintah menjadi

- kemutlakan,
pemenuhan payung hukum, dukungan

terutama  terkait dengan

3. _Dukungan ':'

."-"melangkah ‘menjadi kepohszan yang berbasus__ _
' s _-dalam maupun di luar negen, memben

erbgikan kunkulum dan ‘metode | pendldlkan '
ngkungan Polri juga tidak akan berarti apa% S

Anahsm dan nset}rang berkeian;utan unmk_

' 'serta pemenuhan anggaran dan pengaw

. -Pengembangan kapasms,S 3

_:_pembekalampembekalan

) -'dl lembagawiembaga pendzdzkan tegkemuka ..

4. Pengarusummaan demekmsz

lingkungan Polri dasi’ keterbukaan atas
keqasama—-keqasama dentran ka.la.ﬂganf-{f

eksternal. Pengarusutamaan  demokrasi
penting untuk meningkatkan kesadaran
akan peran dan fungsinya di bawah otoritas
politik (Presiden). Sementara kerjasama - -
penting untuk menghimpun seluas mungkin
partisipiasi bagi perbaikan Polri sendiri.

Bahkan terhadap kelompok-kelompok yang
selama ini dipandang berseberangan atau

bersikap terlalu kritis terhadap Polri. (**)
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